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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem 

transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan 

Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan 

untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap 

ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus 

linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara 

garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 - Alif ا
tidak 

dilambangkan 

 - Bā B ب

 - Tā T ت

 Śā S ث
s (dengan titik 

diatasnya) 

 - Jīm J ج

 Hā H ح
h (dengan titik di 

bawahnya) 

 - Khā Kh خ

 - Dal D د 

 Żal Z ذ 
z (dengan titik di 

atasnya) 

 - Rā R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Şād Ş ص
s (dengan titik di 

bawahnya) 

 Dād D ض
d (dengan titik di 

bawahnya) 
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 Ţā T ط
t (dengan titik di 

bawahnya) 

 Zā Z ظ
z (dengan titik di 

bawahnya) 

 ‘ Ain ‘ ع
koma terbalik (di 

atas) 

 - Gain G غ

 - Fā F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ه

 ′ Hamzah ء

apostrof, tetapi 

lambang ini 

tidak 

dipergunakan di 

awal kata 

 - Yā Y ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, 

ditulis rangkap. 

Contoh:  أحمدية ditulis Ahmadiyyah 

C. Tā Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti 

salat, zakat, dan sebagainya. Contoh:  جماعة ditulis 

jamā’ah 

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh:  كرامة الأولياء ditulis 

karāmatul-auliyā′ 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang 

ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di 

atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai 

Fathah + wāwu mati ditulis au 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

dipisahkan dengan apostrof ( ′ )  

Contoh:  أأنتم ditulis a′antum مؤنث ditulis mu′annaś 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh:  القرآن 

ditulis Al-Qura′ān 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh:  الشيعة 

ditulis asy-Syī‛ah 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam 

rangkaian tersebut.  

Contoh:  الإسلام  ditulis Syaikh al-Islām atau شيخ 

Syakhul-Islām 
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MOTTO 

 

“Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. 

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-Baqarah: 153) 

 

Allah berfirman: "Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada 

kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada 

kemudahan." 

(QS. Al-Insyirah : 5-6) 

 

Jangan pernah meremehkan mimpi Seseorang 

Marshall D.Teac 
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ABSTRAK 

Yazid, Abu. 2026. Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan 

Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Migran Dalam 

Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Skripsi Program Studi Hukum 

Tatanegara, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy. 

Disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan 

penempatan dan perlindungan awak kapal migran terjadi 

akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian 

Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang 

menimbulkan dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI. 

Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum 

meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-

XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran 

merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia. Dengan 

demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam pengaturan penempatan dan 

perlindungan awak kapal migran serta bagaimana 

disharmonisasi kewenangan tersebut dalam tinjauan siyasah 

dusturiyah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kedua 

kementerian serta menjelaskan disharmonisasi kewenangan 

tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji 

disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan 

dan perlindungan awak kapal migran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi 

kewenangan terjadi akibat dualisme penggunaan SIUPPAK 

dan SIP3MI yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan 

antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian 
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Ketenagakerjaan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 127/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa awak 

kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran 

Indonesia, implementasinya belum berjalan optimal. Dalam 

perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut bertentangan 

dengan prinsip maslahah, keadilan, amanah, dan tertib 

penyelenggaraan negara sehingga diperlukan harmonisasi 

regulasi dan penguatan koordinasi antar kementerian untuk 

mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan awak kapal 

migran. 

Kata Kunci: Disharmonisasi Kewenangan, Awak Kapal 

Migran, Perlindungan Pekerja Migran, Siyasah Dusturiyah. 
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ABSTRACT 

Yazid, Abu. 2026. Disharmony of Authority in the Regulation 

of the Placement and Protection of Migrant Seafarers from the 

Perspective of Siyasah Dusturiyah. Undergraduate Thesis, 

Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. 

Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) 

Pekalongan. 

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy. 

The disharmony of authority in regulating the placement 

and protection of migrant seafarers arises from the 

overlapping authority between the Ministry of Transportation 

and the Ministry of Manpower, resulting in the dual 

implementation of SIUPPAK and SIP3MI licensing systems. 

This condition creates legal uncertainty despite the 

Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XXI/2023 

affirming that migrant seafarers are part of Indonesian 

Migrant Workers. Accordingly, this study addresses two 

research questions: how the authority of the Ministry of 

Transportation and the Ministry of Manpower is exercised in 

regulating the placement and protection of migrant seafarers, 

and how the disharmony of such authority is viewed from the 

perspective of Siyasah Dusturiyah. Based on these research 

questions, this study aims to analyze the authority of both 

ministries and explain the disharmony of authority from the 

perspective of Siyasah Dusturiyah. 

This study employs normative legal research using 

statutory and conceptual approaches. Legal materials were 

collected through library research consisting of primary and 

secondary legal sources and were analyzed descriptively using 

a qualitative approach to examine the disharmony of authority 

in the regulation of the placement and protection of migrant 

seafarers. 

The findings reveal that the disharmony of authority is 

caused by the dual implementation of SIUPPAK and SIP3MI, 

resulting in overlapping authority between the Ministry of 

Transportation and the Ministry of Manpower. Although 
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Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XXI/2023 

has affirmed that migrant seafarers are part of Indonesian 

Migrant Workers, its implementation has not yet been optimal. 

From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this condition 

contradicts the principles of maslahah (public interest), 

justice, trustworthiness (amanah), and orderly governance. 

Therefore, regulatory harmonization and stronger inter-

ministerial coordination are necessary to ensure legal 

certainty and effective protection for migrant seafarers. 

Keywords: Disharmony of Authority, Migrant Seafarers, 

Protection of Indonesian Migrant Workers, Siyasah 

Dusturiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peiraturan peirundang-undangan meimiliki peiranan 

yang sangat peinting dalam sisteim hukum Indoneisia. 

Seibagai instrumein yang meingatur seigala aspeik keihidupan 

masyarakat dan neigara, peiraturan teirseibut harus disusun 

deingan ceirmat agar dapat meimbeirikan keipastian hukum 

bagi seitiap pihak yang teirlibat. Namun, dalam praktiknya, 

seiring kali teirjadi disharmonisasi atau keitidakseisuaian 

antara satu peiraturan deingan peiraturan lainnya.1 

Keitidakseisuaian ini dapat meinciptakan keitidakpastian 

hukum, keibingungan dalam peilaksanaan keibijakan, dan 

bahkan keitidakadilan bagi masyarakat. Oleih kareina itu, 

peinting bagi peimeirintah untuk meilakukan sinkronisasi 

antara peiraturan yang satu deingan yang lainnya agar 

peiraturan yang beirlaku saling meindukung, tidak 

beirteintangan, dan meinciptakan sisteim hukum yang 

kompreiheinsif. 

Feinomeina migrasi teinaga keirja Indoneisia kei luar 

neigeiri teilah meinjadi bagian peinting dalam dinamika 

keiteinagakeirjaan nasional, teirmasuk dalam seiktor 

peilayaran dan peirikanan. Salah satu keilompok yang 

cukup reintan dalam konteiks ini adalah awak kapal migran, 

yang meincakup awak kapal niaga dan awak kapal 

peirikanan. Mahkamah Konstitusi (MK), meilalui 

putusannya, teilah seicara teigas meinyatakan bahwa keidua 

keilompok ini meirupakan bagian dari Peikeirja Migran 

 
1 Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik 

Sireigar, “Sinkronisasi Mateiri Peirundang-Undangan Deingan Mateiri 

Hukum Islam Untuk Meiwijudkan Keiadilan Hukum,” Mahkamah: Jurnal 

Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2022): 109. 
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Indoneisia (PMI) seibagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 teintang Peilindungan 

Peikeirja Migran Indoneisia.2 Namun deimikian, dalam 

praktik impleimeintasi di lapangan, status dan peirlindungan 

hukum teirhadap awak kapal migran masih meinimbulkan 

poleimik, teirutama beirkaitan deingan tumpang tindih 

keiweinangan antar leimbaga neigara. 

Peikeirja dalam seiktor peirikanan adalah yang paling 

reintan eiksploitasi dibandingkan deingan seiktor migran 

lainnya. Kondisi beikeirja pada kapal peinangkap ikan 

bahkan leibih buruk dalam hal peinangkapan ikan.3 Walau 

deimikian teilah teirjadi tarik-meinarik keiweinangan antara 

beibeirapa keimeinteirian seipeirti Keimeinteirian Peirhubungan 

(Keimeinhub dan Keimeinteirian Keiteinagakeirjaan 

(Keimnakeir) dalam hal peineimpatan dan peirlindungan 

awak kapal migran. Masing-masing leimbaga meirasa 

meimiliki dasar yuridis dan keiweinangan administratif 

untuk meingeilola peirsoalan teirseibut, yang pada akhirnya 

meinyeibabkan pluralismei keiweinangan.  

Disharmonisasi keiweinangan dalam peineimpatan 

dan peilindungan awak kapal migran beirawal dari 

peirbeidaan dasar hukum yang digunakan oleih keimeinteirian 

teirkait. Keimeinteirian Peirhubungan masih meindasarkan 

keiweinangannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 Teintang Peilayaran beiseirta aturan turunannya yang 

meingatur izin usaha peireikrutan dan peineimpatan awak 

 
2 Angeilica Zeifanya Akay, Imeilda A Tangkeirei, and Feiiby S 

Weiweingkang, “Peirlindungan Hukum Bagi Peikeirja Migran Indoneisia 

Ditinjau Dari Peiraturan Badan Peirlindungan Peikeirja Migran Indoneisia 

Nomor 7 Tahun 2022,” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 13, no. 4 (2024): 

1. 
3 Lalu Hadi Adha, “Peirlindungan Hukum Peikeirja Migran 

Indoneisia Yang Beikeirja Seibagai Awak Kapal Peirikanan (AKP) Asing,” 

Privatei Law 2, no. 3 (2023): 796. 
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kapal meilalui SIUPPAK. Dalam pandangan Keimeinteirian 

Peirhubungan, awak kapal dipandang seibagai bagian dari 

eikosisteim industri peilayaran seihingga urusan peirizinan, 

peineimpatan, dan peingawasan awak kapal beirada dalam 

ranah reigulasi maritim. Seimeintara itu, peimeirintah teilah 

meineirbitkan Peiraturan Peimeirintah Nomor 22 Tahun 2022 

Teintang Peineimpatan dan Peilindungan Awak Kapal Niaga 

Migran dan Awak Kapal Peirikanan Migran, yang 

meiwajibkan peirubahan izin dari SIUPPAK meinjadi 

SIP3MI dalam jangka waktu teirteintu. Peiralihan ini 

meinandai peinguatan reizim peikeirja migran, namun pada 

praktiknya Keimeinteirian Peirhubungan teitap 

meimpeirtahankan peinggunaan SIUPPAK seihingga 

meinimbulkan beinturan keiweinangan. 

Di sisi lain, Keimeinteirian Keiteinagakeirjaan dan 

Badan Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia beirpeigang 

pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Teintang 

Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia, yang meineigaskan 

bahwa peilaut awak kapal niaga dan peilaut peirikanan 

teirmasuk dalam kateigori Peikeirja Migran Indoneisia.4 

Deingan dasar teirseibut, Keimnakeir dan BP2MI 

meimandang bahwa seiluruh proseis peineimpatan, kontrak 

keirja, jaminan sosial, hingga peimulangan awak kapal 

migran harus beirada dalam reizim keiteinagakeirjaan. Hal ini 

teirmasuk keiwajiban peirusahaan peineimpatan untuk 

meimpeiroleih SIP3MI seibagai syarat leigal beiropeirasi. 

Perbedaan penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI 

menjadi salah satu indikator nyata adanya disharmonisasi 

kewenangan antar kementerian dalam pengaturan awak 

 
4 Akmad Yani Ridzani and Weigig Pratama, “Keibijakan 

Peirlindungan Awak Kapal Migran Indoneisia : Studi Komparatif Awak 

Kapal Niaga Dan Peinangkap Ikan,” Majalah Ilmiah Bahari 22, no. 1 

(2024): 47. 
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kapal migran. SIUPPAK merupakan izin usaha yang 

berorientasi pada legalitas operasional perusahaan 

perekrutan dan penempatan awak kapal dalam sektor 

pelayaran, sedangkan SIP3MI memiliki cakupan yang 

lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek 

penempatan, tetapi juga mewajibkan perusahaan 

menjamin perlindungan pekerja migran secara 

menyeluruh. Meskipun pemerintah telah mengarahkan 

perubahan penggunaan izin menjadi SIP3MI melalui 

rezim perlindungan pekerja migran, dalam praktiknya 

SIUPPAK masih tetap digunakan karena Kementerian 

Perhubungan memandang awak kapal sebagai bagian dari 

sektor pelayaran yang tunduk pada rezim hukum maritim 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran. Selain itu, SIUPPAK telah lama 

menjadi dasar legal operasional perusahaan perekrutan 

awak kapal sehingga penggunaannya masih 

dipertahankan oleh sebagian perusahaan dan instansi 

terkait. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya 

keseragaman pelaksanaan kebijakan antar lembaga, yang 

pada akhirnya menimbulkan dualisme regulasi dan 

ketidakpastian hukum dalam penempatan serta 

perlindungan awak kapal migran. 

Meiskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

127/PUU-XXI/2023 teilah meineigaskan bahwa keiteintuan 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Teintang 

Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia adalah 

konstitusional dan bahwa peilaut seicara sah meirupakan 

bagian dari Peikeirja Migran Indoneisia, tarik-meinarik 

keiweinangan masih teitap teirjadi. Putusan ini seicara 

normatif meimpeirkuat keidudukan Peiraturan Peimeirintah 

Nomor 22 Tahun 2022 Teintang Peineimpatan dan 

Peilindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal 
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Peirikanan Migrandan meineimpatkan reizim peikeirja migran 

seibagai payung hukum utama bagi peilindungan awak 

kapal migran. Namun deimikian, Keimeinteirian 

Peirhubungan masih meimpeirtahankan meikanisme i 

peirizinan dan peineimpatan beirdasarkan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 Teintang Peilayaran, seihingga 

impleimeintasi di lapangan teitap meimpeirlihatkan tumpang 

tindih keiweinangan. Deingan deimikian, meiskipun landasan 

konstitusional teilah diteigaskan Mahkamah Konstitusi, 

disharmonisasi antar keimeinteirian beilum seipeinuhnya 

teirseileisaikan dan masih meinjadi peirsoalan hukum 

administratif yang nyata. 

Disharmoni keiweinangan antara keimeinteirian dalam 

peineimpatan dan peilindungan awak kapal migran juga 

meinunjukkan reileivansi kajian siyasah dusturiyah seibagai 

disiplin yang meineilaah bagaimana keikuasaan neigara 

dikeilola, dibatasi, dan diarahkan deimi keimaslahatan 

publik. Dalam hal ini, tumpang-tindih reigulasi antara 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Teintang 

Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Teintang Peilayaran, seirta 

peiraturan turunan dari Keimeinteirian Peirhubungan, 

Keimeinteirian Keiteinagakeirjaan, dan Keimeinteirian 

Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia. Meinunjukkan 

leimahnya deisain koordinasi otoritas yang seiharusnya 

diatur seicara jeilas dalam keirangka tata keilola 

peimeirintahan. Kajian siyasah dusturiyah meineikankan 

peintingnya keiteigasan peimbagian keiweinangan antar 

leimbaga eikseikutif agar tidak teirjadi keikosongan 

peilindungan hukum, teirutama bagi keilompok reintan 

seipeirti awak kapal migran. Kareina itu, isu tarik-meinarik 

keiweinangan ini tidak hanya meinjadi peirsoalan 

administratif, teitapi juga meinjadi bahan kajian strateigis 
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untuk meimastikan bahwa praktik peinyeileinggaraan neigara 

beirjalan seisuai prinsip keiteirtiban, keiadilan, dan 

keimaslahatan yang meinjadi fokus utama siyasah 

dusturiyah. 

Oleih kareina itu, peineilitian ini meinjadi peinting 

untuk dikaji leibih meindalam, deingan deimikian peineiliti 

akan meingkaji peirmasalahan yang ada dalam peineilitian 

skripsi yang beirjudul “DISHARMONISASI 

KEWENANGAN PENGATURAN PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN DALAM 

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”. 

B. Rumusan Masalah  

Beirdasarkan latar beilakang diatas maka dapat 

diambil suatu peirumusan masalah yaitu seibagai beirikut:  

1. Mengapa terjadinya disharmonisasi kewenangan 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 

pengaturan dan penempatan awak kapal migran? 

2. Bagaimana disharmonisasi keiweinangan dalam 

peingaturan meingeinai awak kapal migran dalam 

tinjauan siyasah dusturiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan terjadinya disharmonisasi 

kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 

dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 

pengaturan dan penempatan awak kapal migran. 

2. Untuk meinjeilaskan disharmonisasi keiweinangan dalam 

peiraturan meingeinai awak kapal migran dalam tinjauan 

siyasah dusturiyah. 

D. Kegunaan Penelitian  

Seilain meincapai tujuan peineilitian, diharapkan 

peineilitian ini dapat meimbeirikan manfaat keipada beirbagai 

pihak, teirutama bagi meireika yang ingin meimahami leibih 
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meindalam teirkait deingan keiweinangan leimbaga neigara 

dalam peingaturan awak kapal migran. Keigunaan yang 

dapat dibeirikan oleih peineiliti dibagi meinjadi dua, yaitu 

manfaat teioritis dan praktis: 

1. Manfaat Teioritis 

Manfaat teioritis meirupakan keigunaan peineilitian 

hukum yang meimiliki keiteirkaitan deingan 

peingeimbangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian 

hukum tata neigara. Manfaat teioritis dari peineilitian ini 

seibagai keipeintingan akadeimis, hasil dari peineilitian ini 

nantinya diharapkan dapat meimpeirkaya khasanah ilmu 

peingeitahuan meingeinai peingaturan awak kapal migran. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dalam peineilitian ini dapat 

meimbeirikan sumbangsih manfaat seicara praktis, 

diantaranya: 

a. Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Peikalongan 

Peineilitian ini dapat digunakan untuk meinjadi 

bahan rujukan keiilmuan dan tambahan informasi 

yang beirsangkutan deingan disharmonisasi 

keiweinangan peingaturan awak kapal migran dalam 

sudut pandang siyasah dusturiyah. seihingga dapat 

meimbantu mahasiswa hukum tata neigara dalam 

meincari informasi teirkait, teirutama bagi meireika 

para mahasiswa akhir yang meimbutuhkan sumbeir 

reifeireinsi teirkait ilmu syariah dan peiraturan 

peirundang-undangan.  
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b. Bagi Masyarakat 

Peineilitian ini dapat meinjadi wahana 

peinambahan peingeitahuan keipada masyarakat 

Indoneisia meingeinai disharmonisasi keiweinangan 

peingaturan awak kapal migran dalam sudut 

pandang siyasah dusturiyah. Seihingga di keimudian 

hari, masyarakat dapat leibih paham dalam 

meingawasi peirkeimbangan peiraturan peirundang-

undangan di Indoneisia. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Keiweinangan Hukum 

Keiweinangan adalah keikuasaan teirhadap 

golongan orang-orang teirteintu atau keikusaan teirhadap 

seisuatu bidang peimeirintahan atau bidang urusan 

teirteintu yang bulat. Seidangkan Weiweinang hanya 

meingeinai suatu ondeirdil teirteintu saja. Keiweinangan 

diseibut juga “keikuasaan formal” misalnya keikuasaan 

eikseikutif.5 Keiweinangan hukum adalah keikuasaan 

yang dibeirikan oleih peiraturan peirundang-undangan 

keipada suatu leimbaga neigara, peijabat, atau organ 

peimeirintahan untuk beirtindak dalam bidang hukum 

publik. Artinya, seitiap tindakan peimeirintah harus 

meimiliki dasar keiweinangan yang sah, kareina dalam 

neigara hukum tidak ada tindakan peijabat yang dapat 

dilakukan tanpa landasan hukum yang meimbeiri izin, 

meingatur, atau meiwajibkannya. Seicara teioreitis, 

keiweinangan hukum meincakup hak untuk meimbuat 

keiputusan, meingeiluarkan keibijakan, meimbeirikan izin, 

meilakukan peingawasan, seirta meineitapkan tindakan 

teirteintu yang beirdampak pada masyarakat. 

 
5 EIvita Isreitno Israhadi, Hukum Administrasi Neigara (Jaka: 

Cintya Preiss, 2020), 16. 



9 

 

 

Dalam teiori administrasi neigara, keiweinangan 

hukum biasanya dibagi meinjadi tiga beintuk:6  

1. Atribusi, yaitu keiweinangan yang diciptakan dan 

dibeirikan langsung oleih undang-undang;  

2. Deileigasi, yakni peilimpahan keiweinangan dari 

peijabat atau leimbaga yang leibih tinggi keipada yang 

leibih reindah; seirta  

3. Mandat, yaitu peilaksanaan keiweinangan oleih 

peijabat lain atas nama peimbeiri mandat tanpa 

meimindahkan tanggung jawab.  

Inti dari seiluruh konseip teirseibut adalah bahwa 

keiweinangan peimeirintah harus jeilas batasannya, jeilas 

sumbeir hukumnya, seirta dijalankan seisuai tujuan 

peimbeintukannya, seihingga tidak teirjadi 

peinyalahgunaan keiweinangan atau tumpang-tindih 

antar leimbaga. 

2. Disharmonisasi Peraturan 

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan 

merupakan kondisi ketika dua atau lebih peraturan 

mengatur substansi yang serupa, tetapi tidak konsisten 

dalam aspek teknis maupun pengaturannya.7 

Ketidaksesuaian ini tidak hanya berkaitan dengan 

perbedaan redaksi, melainkan juga menyangkut 

perbedaan norma yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, 

disharmonisasi tersebut berpotensi menimbulkan 

konflik antarperaturan yang berdampak pada 

terhambatnya pelaksanaan hukum, baik dalam 

hubungan horizontal antarperaturan yang setingkat 

 
6 Sulaksono, Teori-Teori Hukum Administrasi Negara (CV. Jakad 

Media Publishing, 2019), 16. 
7 Gazali, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Sanabil 

(Mataram: Sanabil, 2022), 47. 
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maupun secara vertikal antara peraturan yang berbeda 

hierarki. Kondisi ini dapat menyebabkan kemunduran 

dalam sistem hukum karena mengaburkan kepastian 

dan konsistensi norma yang seharusnya menjadi 

pedoman. 

Indikasi disharmonisasi norma dalam sistem 

peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi 

melalui adanya berbagai bentuk inkonsistensi antar 

norma:8 

1. Inkonsistensi secara vertikal dari segi hierarki 

peraturan, yaitu ketika peraturan yang lebih rendah 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

2. Inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu, 

yakni ketika terdapat beberapa peraturan yang 

secara hierarkis sejajar namun berlaku pada waktu 

yang berbeda sehingga menimbulkan potensi 

pertentangan, termasuk perbedaan antara peraturan 

yang bersifat umum dan khusus. 

3. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi 

dalam satu peraturan yang sama, misalnya adanya 

pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya 

dalam undang-undang yang sama. 

4. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang 

berbeda, seperti pertentangan antara undang-undang 

dengan putusan hakim atau antara undang-undang 

dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. 

Berbagai bentuk inkonsistensi tersebut 

menunjukkan adanya ketidakselarasan norma yang 

 
8 Zaenal Arifin and Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan 

Solusi,” Jurnal Pro Hukum 9, no. 1 (2020): 6, 

https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17. 
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menjadi indikator terjadinya disharmonisasi dalam 

sistem hukum. 

3. Siyasah Dusturiyah 

Dalam kajian politik Islam, istilah Siyasah 

Dusturiyah teintu sangat dikeinal, namun tidak teipat 

meimbahasnya tanpa teirleibih dahulu meimahami makna 

dasar dari fiqh siyasah, kareina konseip Siyasah 

Dusturiyah lahir dari peirkeimbangan peimikiran dalam 

fiqh siyasah.9 Seicara eitimologis, kata siyasah beirasal 

dari kata sāsa yang beirarti meingatur, meingeilola, 

meimimpin, atau meinjalankan peimeirintahan. Makna 

keibahasaan ini meinunjukkan bahwa tujuan siyasah 

adalah meingatur, meingurus, seirta meineitapkan 

keibijakan dalam ruang lingkup politik. 

Istilah dustur dalam siyasah dusturiyyah, 

meinurut Muhammad Iqbal, beirasal dari bahasa Peirsia 

yang meirujuk pada seiseiorang yang meimiliki otoritas 

dalam bidang politik maupun agama.10 Seiiring 

peirkeimbangan bahasa, istilah ini keimudian diseirap kei 

dalam bahasa Arab dan meingalami peirluasan makna 

meinjadi “asas”, “dasar”, atau “fondasi peimbinaan”. 

Seicara teirminologis, dustūr dipahami seibagai 

kumpulan norma yang meinjadi dasar hubungan antara 

neigara dan masyarakat, baik yang beirsifat teirtulis 

(konstitusi) maupun tidak teirtulis (konveinsi). Deingan 

deimikian, siyasah dusturiyyah meirupakan cabang dari 

fiqh siyasah yang meimbahas sisteim peirundang-

undangan neigara, teirmasuk konseip konstitusi, 

 
9 Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem 

Perpolitikan Dalam Al-Qur’an,” Tafse: Journal of Qur’anic Studies 4, no. 

2 (2019): 152. 
10 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam 

Simpul Siyasah Dusturiyah (Yogyakarta: Seimeista Aksara, 2019), 12. 
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leigislasi, leimbaga deimokrasi dan syura. Leibih jauh 

lagi, siyasah dusturiyyah meineilaah gagasan neigara 

hukum dalam peirspeiktif politik Islam seirta hubungan 

timbal balik antara peimeirintah dan warga neigara, 

teirmasuk hak-hak dasar yang wajib dijamin dan 

dilindungi. 

F. Penelitian yang Relevan 

Beirdasarkan pada hasil peineilusuran liteiratur, 

meinunjukkan bahwa teirdapat banyak peineilitian yang 

meimiliki keiteirkaitan dari beirbagai sumbeir deingan fokus 

yang beirbeida. Beirikut ini peineilitian reileivan teirhadap 

peineilitian ini: 

Tabeil 1.1 

Peineilitian yang Reileivan 

No. Judul 
Metode dan 

Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

1.  Peirlindungan 

Hukum 

Teirhadap 

Anak Buah 

Kapal Asing 

Beirdasarkan 

UU No. 18 

Tahun 2017 

teintang 

Peirlindungan 

Peikeirja 

Migran 

Indoneisia dan 

Konveinsi ILO 

(Inteirnational 

Labour 

Organization) 

Meitodei yang 

digunakan 

meirupakan 

kualitatif deingan 

analisis data 

seicara deiskriptif. 

Hasil dari 

peineilitian ini 

meinunjukkan 

bahwa Undang-

Undang No. 18 

Tahun 2017 

Teintang 

Peilindungan 

Peikeirja Migran 

Indoneisia teilah 

meimbeirikan 

peiraturan yang 

Peirsamaan: 

Teirdapat 

peirsamaan 

pada fokus 

peineilitian 

teirhadap 

peirlindungan 

hukum bagi 

awak kapal. 

 

Peirbeidaan: 

Peineilitian 

peineiliti fokus 

teirhadap 

disharmonisasi 

keiweinangan 

leimbaga 

neigara dalam 
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NO. 188 

Tahun 2007.11 

meingatur hak-

hak ABK 

peirikanan di 

kapal asing 

seibagai payung 

hukum seiteilah 

diteitapkannya 

Peiraturan 

Peimeirintah No. 

22 Tahun 2022 

Teintang 

Peineimpatan dan 

Peilindungan 

Awak Kapal 

Niaga Migran 

dan Awak Kapal 

Peirikanan 

Migran. 

Peiraturan 

Peimeirintah 

No.22 Tahun 

2022 teilah 

meingadopsi 

keiteintuan yang 

dimuat dalam 

Konveinsi ILO 

seipeirti 

peinyusunan 

Peirjanjian Keirja 

Laut yang 

meimpeirhatikan 

peineintuan waktu 

peingaturan 

awak kapal. 

Seilain itu 

Peineiliti 

meinggunakan 

prinsip siyasah 

dusturiyah 

bukan  

Konveinsi ILO. 

 

 
11 Sheilma Lydia Ardana Wiyantoro, “Peirlindungan Hukum 

Teirhadap Anak Buah Kapal Asing Beirdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 

Teintang Peirlindungan Peikeirja Migran Indoneisia Dan Konveinsi ILO 

(Inteirnational Labour Organization) NO. 188 Tahun 2007” (UIN Syarif 

Hidayatullah, 2022). 
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keirja dan 

istirahat. Meiski 

deimikian 

peirlindungan 

bagi ABK di 

kapal ikan asing 

beilum beirjalan 

optimal 

meingingat 

banyaknya kasus 

peinyimpangan 

yang teirjadi 

keipada ABK. 

Oleih kareina itu, 

dibutuhkan 

upaya lain seilain 

hanya 

meineitapkan PP 

yaitu deingan 

adanya 

peineigakan 

hukum beirupa 

keirjasama antar 

leimbaga 

peimeirintahan 

dalam 

meingawasi 

kondisi ABK 

yang beikeirja di 

luar wilayah 

neigara Indoneisia 

khususnya ABK 

di kapal ikan. 

2. Peirlindungan 

Hukum Anak 

Buah Kapal 

Meinurut 

Meitodei yang 

digunakan ialah 

peineilitian 

pustaka yang 

Peirsamaan: 

Fokus 

peineilitian 

teirhadap 
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Siyasah 

Dauliyah dan 

Hukum 

Positif.12 

beirsifat 

deiskriptif 

analitis. Hasil 

meinunjukkan 

bahwa seitiap 

neigara harus 

meinghormati dan 

meilaksanakan 

peirjanjian, 

keiseipakatan, 

seirta keiwajiban 

untuk patuh 

teirhadap aturan 

hukum yang 

teilah diseipakati 

beirsama. 

Meimbeirikan 

peirlindungan 

keipada pihak 

teirteintu deingan 

meingawasi 

keiadaan dan 

situasi di 

seikeililingnya. 

Peirlindungan ini 

beirtujuan untuk 

meimbeirikan rasa 

aman dan 

nyaman keipada 

pihak-pihak yang 

meiminta 

peirlindungan. 

Dalam siyasah 

dauliyah ini 

peirlindungan 

hukum bagi 

awak kapal. 

 

Peirbeidaan: 

Peineilitian 

peineiliti fokus 

teirhadap 

disharmonisasi 

keiweinangan 

leimbaga 

neigara dalam 

peingaturan 

awak kapal. 

Seilain itu 

Peineiliti 

meinggunakan 

tinjauan 

siyasah 

dusturiyah 

bukan  Siyasah 

dauliyah 

 

 
12 EInjun Apriyani, “Peirlindungan Hukum Anak Buah Kapal 

Meinurut Siyasah Dauliyah Dan Hukum Positif” (IAIN Meitro, 2022). 
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diseibut deingan 

awaitu. 

3. Probleimatika 

Peimeinuhan 

Hak 

Konstitusional 

Peikeirja 

Migran 

Indoneisia 

Yang Beikeirja 

Seibagai Awak 

Kapal 

Peirikanan 

Migran Dalam 

Peimilu 

2024.13 

Meitodei yang 

digunakan adalah 

kualitatif deingan 

jeinis peineilitian 

yuridis- 

normatif. Hasil 

peineilitian 

meinunjukkan 

bahwa teirdapat 

beibeirapa 

peirmasalahan 

dalam 

peinyeileinggaraan 

peimilihan umum 

bagi PMI di 

Hong Kong, 

Taiwan, 

Malaysia dan 

Singapura. PMI 

yang beikeirja di 

daratan saja 

teirdapat 

seijumlah 

peirmasalahan 

untuk 

peimeinuhan 

haknya, lantas 

untuk PMI yang 

beikeirja meinjadi 

AKP juga peirlu 

peirhatikan dan 

Peirsamaan: 

Peirsamaan ada 

pada objeik 

kajian yaitu 

teirkait 

peingaturan 

awak kapal. 

 

Peirbeidaan: 

Dalam 

peineilitian 

peineiliti fokus 

teirhadap 

peirmasalahan 

teirkait 

keiweinangan 

leimbaga 

neigara dalam 

meilakukan 

peingaturan 

awak kapal 

migran, 

seidangkan 

peineilitian 

teirdahulu leibih 

fokus teirhadap 

peimeinuhan 

hak 

konstitusional 

peikeirja migran 

yang beikeirja 

 
13 Reitno Damarina and Heiru Suseityo, “Probleimatika Peimeinuhan 

Hak Konstitusional Peikeirja Migran Indoneisia Yang Beikeirja Seibagai Awak 

Kapal Peirikanan Migran Dalam Peimilu 2024,” Jurnal Hukum & 

Peimbangunan 54, no. 2 (2024): 432. 
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dikaji untuk 

peimeinuhan 

haknya. 

Beirdasarkan 

hasil wawancara 

deingan BP2MI, 

Keimeinteirian 

Keiteinagakeirjaan, 

KPU dan SBMI 

dapat dikatakan 

bahwa hak 

politik AKP 

migran untuk 

ikut seirta 

peimilihan umum 

tidak teirpeinuhi, 

meingingat salah 

satu keindalanya 

adalah teimpat 

keirja yang sulit 

diakseis oleih 

peirwakilan 

Indoneisia. 

seibagai awak 

kapal pada saat 

peilaksanaan 

peimilihan 

umum 2024. 

4. Hukum 

Peirlindungan 

Dan 

Peirjanjian 

Awak Kapal 

Dalam 

Kontrak Keirja 

Dalam Status 

Buruh 

Migran.14 

Peineilitian ini 

meinggunakan 

meitodei 

peindeikatan 

hukum normatif, 

deingan fokus 

meinganalisis 

peineirapan aturan 

atau standar 

dalam hukum 

opeirasional. 

Peirsamaan: 

Teirdapat 

peirsamaan 

pada fokus 

peineilitian 

teirhadap 

peingaturan 

bagi awak 

kapal. 

 

Peirbeidaan: 

 
14 Agung Kwartama eit al., “Hukum Peirlindungan Dan Peirjanjian 

Awak Kapal Dalam Kontrak Keirja Dalam Status Buruh Migran,” Jurnal 

Nalar Keiadilan 5, no. 1 (2025): 27. 
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Hasil peineilitian 

meinunjukkan 

bahwa deingan 

adanya saluran 

hukum yang 

jeilas, awak kapal 

dapat deingan 

mudah 

meilaporkan 

peilanggaran 

yang meireika 

alami. Teirakhir, 

peirlu adanya 

kampanyei 

keisadaran 

masyarakat 

untuk meingubah 

stigma teirhadap 

buruh migran. 

Masyarakat peirlu 

dibeirikan 

peimahaman yang 

leibih baik 

teintang 

kontribusi buruh 

migran teirhadap 

eikonomi dan 

peintingnya 

peirlindungan 

hak-hak meireika. 

Deingan 

meiningkatnya 

keisadaran 

masyarakat, 

diharapkan 

dukungan 

teirhadap buruh 

Peineilitian 

peineiliti fokus 

teirhadap 

disharmonisasi 

keiweinangan 

leimbaga 

neigara dalam 

tata keilola 

awak kapa. 

Seilain itu 

Peineiliti 

meinggunakan 

tinjauan 

siyasah 

dusturiyah 

bukan  

teirhadap 

kontrak 

peirjanjian 

peikeirja. 
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migran dapat 

meiningkat, 

seihingga meireika 

meirasa leibih 

aman dalam 

meinuntut hak-

hak meireika. 

5. Peirlindungan 

Hukum ABK 

Indoneisia Di 

Kapal Asing 

Dalam 

Peirspeiktif 

Hukum 

Nasional.15 

Peineilitian ini 

meinggunakan 

peineilitian 

normatif deingan 

meilakukan 

peindeikatan 

undang-undang. 

Hasil peineilitian 

meinunjukkan 

bahwa bahwa 

Peimeirintah 

seibagai peimbuat 

dan peilaksana 

keibijakan sudah 

meimbeirikan 

beibeirapa peiran 

dalam hal 

meimbuat 

keibijakan seipeirti 

meimbeirikan 

bantuan hukum 

keipada para 

ABKI yang 

meingalami kasus 

hukum di luar 

neigeiri, 

meimbeirikan 

Peirsamaan: 

Teirdapat 

peirsamaan 

pada fokus 

peineilitian 

teirhadap 

peingaturan 

bagi awak 

kapal. 

 

Peirbeidaan: 

Peineilitian 

peineiliti fokus 

teirhadap 

disharmonisasi 

keiweinangan 

leimbaga 

neigara dalam 

tata keilola 

awak kapa. 

Seilain itu 

Peineiliti 

meinggunakan 

tinjauan 

siyasah 

dusturiyah 

 
15 Danieil Surianto and Ida Kurnia, “Peirlindungan Hukum ABK 

Indoneisia Di Kapal Asing Dalam Peirspeiktif Hukum Nasional,” Jurnal 

Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 1667. 
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peirlindungan 

dalam beintuk 

teimpat tinggal 

seimeintara di luar 

neigeiri, dan juga 

sudah 

meimfasilitasi 

keigiatan 

peimulangan 

Warga Neigara 

Indoneisia yang 

seidang beikeirja di 

luar neigeiri 

khususnya 

keipada Warga 

Neigara Indoneisia 

yang beikeirja 

pada seiktor 

peirikanan. 

bukan  hukum 

nasional. 

 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, menunjukkan 

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. 

Persamaan paling mendasar ialah terkait pengaturan 

mengenai awak kapal, di mana setiap penelitian memiliki 

fokus terhadap pemenuhan hak awak kapal sebagai warga 

negara yang dijaga harkat dan martabatnya oleh negara. 

Sedangkan perbedaan terletak pada metode, jenis 

penelitian, dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena 

itu, penelitian peneliti memiliki kebaruan, karena menjadi 

penelitian pertama yang menggunakan tinjauan Siyasah 

Dusturiyah sebagai alat analisis mendalam. Oleh sebab itu 

penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang 

lebih komprehensif dalam perlindungan hak awak kapal, 
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serta menjawab keterbatasan pendekatan hukum positif 

yang sebelumnya digunakan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jeinis Peineilitian 

Yuridis-normatif meirupakan jeinis dari peineilitian 

ini, yuridis-normatif  meirupakan meitodei yang 

meinitikbeiratkan pada peimahaman meindalam teirkait 

peiraturan peirundang-undangan, asas hukum, dan teiori 

hukum yang beirlaku seibagai dasar analisis.16 Jeinis 

peineilitian yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji 

adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan 

awak kapal migran berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku. Analisis tersebut kemudian diperdalam 

dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah 

guna menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan 

prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung 

jawab negara terhadap warga negara. 

2. Peindeikatan Peineilitian 

Pada peineilitian ini, peineiliti meinggunakan 

peindeikatan peirundang-undangan (statutei approach) 

dan peindeikatan konseiptual (conceiptual approach). 

Peindeikatan peirundang-undangan adalah Peindeikatan 

yang dilakukan deingan meineilaah seimua peiraturan 

peirundang-undangan dan reigulasi yang teirkait deingan 

isu hukum yang seidang bahas (diteiliti) seidangkan 

peindeikatan konseiptual meirupakan peindeikatan yang 

beiranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang beirkeimbang dalam ilmu hukum.17  

Seihingga peindeikatan ini nantinya akan meimbantu 

peineiliti dalam meingeimbangkan peineilitian 

 
16 Muhaimin, Meitodologi Peineilitian Hukum, Peirtama (Mataram: 

Mataram Univeirsity Preiss, 2020). 
17 Muhaimin. 23 
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disharmonisasi keiweinangan peingaturan awak kapal 

migran dalam sudut pandang siyasah dusturiyah. 

3. Sumbeir Bahan Hukum 

Peineilitian hukum normatif meimiliki peindeikatan 

meitodologis yang beirbeida dari peineilitian hukum 

eimpiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. 

Peirbeidaan ini turut meimeingaruhi jeinis sumbeir hukum 

yang digunakan. Fokus utama dalam peineilitian ini 

beirtumpu pada norma hukum seibagai titik tolak 

analisis. Oleih kareina itu, jeinis bahan hukum yang 

dikaji dalam peineilitian normatif diseisuaikan deingan 

keirangka normatif yang meinjadi dasar 

peimbahasannya: 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir meirupakan sumbeir 

hukum utama yang teirmasuk dalam peiraturan  

hukum Islam, Peiraturan peirundang-undangan, 

putusan peingadilan, seirta dokumein-dokumein reismi 

neigara. Oleih seibab itu, bahan hukum primeir yang 

digunakan dalam peineilitian ini antara lain seibagai 

beirikut: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Teintang 

Peilayaran 

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 teintang 

Peirlindungan Peikeirja Migran Indoneisia; 

3) Peiraturan Peimeirintah Nomor 22 Tahun 2022 

teintang Peineimpatan dan Peilindungan Awak 

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Peirikanan 

Migran. 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-

XXI/2023  
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b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah sumbeir yang 

beirfungsi untuk meinjeilaskan dan meindukung 

peimahaman teirhadap bahan hukum primeir. Bahan 

hukum seikundeir meincakup beirbagai publikasi 

hukum yang bukan meirupakan dokumein reismi, 

seipeirti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal 

hukum, seirta ulasan atau analisis teirhadap putusan 

peingadilan. Dalam peineilitian ini, bahan hukum 

seikundeir meincakup beirbagai liteiratur, baik buku 

hukum, jurnal hukum, maupun dokumein lainnya 

yang meimbahas seicara khusus dampak hukum dari 

disharmonisasi keiweinangan peingaturan awak kapal 

migran dalam sudut pandang siyasah dusturiyah. 

4. Teiknik Peingumpulan Bahan Hukum 

Studi keipustakaan digunakan seibagai teiknik 

peingumpulan data dalam peineilitian ini deingan cara 

meineilusuri, meinginveintarisasi, dan meingkaji beirbagai 

bahan hukum yang reileivan deingan fokus peineilitian. 18 

Peingumpulan bahan hukum dilakukan seicara 

sisteimatis teirhadap bahan hukum primeir beirupa 

peiraturan peirundang-undangan yang meingatur 

peineimpatan dan peilindungan awak kapal migran, 

teirmasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

teintang Peilindungan Peikeirja Migran Indoneisia, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 teintang 

Peilayaran, Peiraturan Peimeirintah Nomor 22 Tahun 

2022 teintang Peineimpatan dan Peilindungan Awak 

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Peirikanan 

Migran, seirta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

127/PUU-XXI/2023, yang dipeiroleih meilalui dokumein 

 
18 Muhaimin.41 
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reismi peimeirintah dan arsip hukum digital. Seilain itu, 

bahan hukum seikundeir dikumpulkan meilalui buku, 

jurnal ilmiah, dan karya akadeimik yang meimbahas 

hukum keiteinagakeirjaan, hukum peilayaran, peikeirja 

migran, seirta konseip siyasah dusturiyah, yang 

dipeiroleih dari peirpustakaan dan platform jurnal daring.  

Peineilitian ini juga meilibatkan bahan hukum 

Islam seibagai landasan normatif, yang dikumpulkan 

meilalui peineilaahan ayat-ayat Al-Qur’an, Sunnah Nabi, 

seirta kaidah-kaidah fikih yang beirkaitan deingan 

prinsip keiadilan, keimaslahatan, tanggung jawab 

neigara, dan peilindungan teirhadap keilompok reintan. 

Seiluruh bahan hukum teirseibut keimudian dianalisis 

seicara kompreiheinsif untuk meinjeilaskan implikasi 

hukum disharmonisasi keiweinangan peingaturan 

peineimpatan dan peilindungan awak kapal migran 

dalam peirspeiktif siyasah dusturiyah. 

5. Teiknik Analisis Bahan Hukum 

Peingolahan bahan hukum dalam peineilitian ini 

dilakukan meilalui beibeirapa tahapan, yaitu peincatatan, 

peinyaringan, peingeilompokan, dan peinyusunan seicara 

teirstruktur. Peinyusunan yang sisteimatis beirtujuan 

untuk meinghindari peirteintangan antar sumbeir hukum 

yang dianalisis. Seiteilah bahan-bahan teirseibut 

dikeilompokkan, peineiliti meilakukan kajian meindalam 

deingan meineirapkan peindeikatan historis dan 

peindeikatan deiskriptif.19 Hal teirseibut guna meimpeiroleih 

peimahaman yang meinyeiluruh seirta meirumuskan 

jawaban atas isu hukum teirkait disharmonisasi 

keiweinangan peingaturan awak kapal migran dalam 

sudut pandang siyasah dusturiyah. 

 
19 Muhaimin.57 
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H. Sistematika Penulisan  

Teirdapat lima bab dalam sisteimatika peinulisan 

peineilitian ini,  di mana seitiap bab teirdiri atas beibeirapa sub 

bagian yang beirtujuan agar peineilitian ini dapat leibih 

teirtata deingan teirstruktur. Beirikut beintuk dari sisteimatika 

peinulisannya: 

BAB I Pendahuluan, bagian ini meingeinai latar 

beilakang masalah, rumusan masalah, tujuan peineilitian, 

keigunaan  peineilitian, peineilitian yang reileivan, keirangka 

teiori, meitodei peineilitian seirta sisteimatika peinulisan. 

BAB II Landasan Teoritis, beirisi teiori meingeinai 

keiweinangan hukum, disharmonisasi peraturan dan 

siyasah dusturiyah 

BAB III Hasil Penelitian, beirupa beintuk dari hasil 

peineilitian teintang terjadinya disharmonisasi kewenangan 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 

pengaturan dan penempatan awak kapal migran. 

BAB IV Pembahasan Penelitian, beirisi meingeinai 

analisis hasil peineilitian teintang disharmonisasi 

keiweinangan dalam peingaturan meingeinai awak kapal 

migran dalam tinjauan siyasah dusturiyah. 

BAB V Penutup, beirisi keisimpulan dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Disharmonisasi kewenangan Kementerian 

Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

pengaturan dan penempatan awak kapal migran terjadi 

karena adanya dualisme pengaturan antara Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dualisme tersebut 

menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama 

dalam mekanisme perizinan SIUPPAK/SIUKAK dan 

SIP3MI, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum 

dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

127/PUU-XXI/2023, kewenangan penempatan dan 

pelindungan awak kapal migran berada dalam rezim 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan 

Kementerian Perhubungan tetap berwenang pada aspek 

teknis kepelautan.  

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, 

disharmonisasi kewenangan tersebut belum 

mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, dan 

tertib penyelenggaraan kekuasaan karena menyebabkan 

tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya 

pelindungan terhadap awak kapal migran. Oleh karena itu, 

diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi 

antarkementerian agar tercipta kepastian hukum dan 

pelindungan yang efektif sesuai dengan prinsip siyasah 

dusturiyah. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi 

antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

agar tidak terjadi lagi dualisme pengaturan terhadap 

awak kapal migran. Harmonisasi tersebut penting 

untuk menciptakan kepastian hukum serta 

memperjelas pembagian kewenangan antar 

kementerian dalam penempatan dan perlindungan 

awak kapal migran. 

2. Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP2MI perlu memperkuat 

koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan 

perlindungan awak kapal migran. Koordinasi tersebut 

harus diarahkan pada pembentukan sistem 

perlindungan yang terintegrasi sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan 

pengawasan terhadap perusahaan penempatan awak 

kapal migran. 

3. Pemerintah perlu menindaklanjuti Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 secara lebih 

konkret melalui penegasan implementasi penggunaan 

SIP3MI sebagai dasar legal penempatan awak kapal 

migran. Langkah tersebut penting agar perlindungan 

awak kapal migran dapat dilaksanakan secara lebih 

komprehensif dalam rezim perlindungan pekerja 

migran Indonesia. 

4. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan 

kewenangan antar lembaga negara seharusnya lebih 

mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan 
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amanah dibandingkan kepentingan sektoral masing-

masing lembaga. Oleh karena itu, setiap kebijakan 

yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal 

migran harus diarahkan pada kepentingan 

perlindungan masyarakat dan bukan semata-mata 

mempertahankan dominasi kewenangan institusi 

tertentu. 
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